BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam analisis pembahasan

pada bab-bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai

jawaban atas dua permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1.

Terdapat tiga pihak atas hubungan hukum yang terjadi pada secondment.
Hubungan hukum yang pertama adalah antara perusahaan satu dengan
perusahaan lainnya yang terikat hubungan hukum atas adanya kepemilikan
saham atau dimiliki oleh pemegang saham yang sama. Hubungan hukum
tersebut dalam kaitannya dengan secondment dapat juga diimplementasikan
lebih lanjut dalam kesepakatan atau perjanjian kerjasama untuk secondment.
Hubungan hukum yang kedua adalah antara pekerja dengan perusahaan
yang menugaskan atau secondee. Hubungan hukum tersebut dapat
dikatakan lebih spesifik sebagai hubungan kerja karena melibatkan unsur-
unsur adanya pekerjaan, upah, dan perintah atas dasar suatu perjanjian kerja.
Hubungan hukum yang ketiga adalah antara pekerja dengan perusahaan
yang menerima/menggunakan pekerja secondment atau dikenal dengan
istilah /ost. Hubungan hukum ini lahir didasarkan dari adanya hubungan

hukum yang pertama dan kedua sebagaimana dimaksud.

Perlindungan hukum pekerja yang terikat secondment dalam konglomerasi
diatur berdasarkan perjanjian kerjasama untuk secondment di antara
perusahaan dan secondment agreement antara perusahaan dengan pekerja.
Perlindungan hukum dimaksud telah memberikan kepastian hukum yang
cukup memadai. Pertama, hubungan hukum yang memberi kejelasan hak
dan kewajiban dari host dan secondee dalam mengelola pekerja selama
secondment. Kedua, remunerasi pekerja yaitu dengan mempertahankan
minimum remunerasi yang telah diterima pada secondee. Ketiga,

pengembangan karir bahwa pelaksanaan secondment ini sesuai dengan
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tujuannya adalah bagian dari pengembangan karir pekerja selain itu masa
kerja tetap diperhitungkan oleh secondee selama pekerja menjalankan tugas
secondment pada host. Keempat, di sisi pemenuhan asas keseimbangan
bahwa ditunjukan pada perlindungan hukum yang bermula pada perjanjian
kerja awal, dilanjutkan pada adanya peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama yang mengatur lebih lanjut, serta dilengkapi dengan
secondment agreement antara secondee dengan pekerja. Secondment
agreement sebagai perjanjian tambahan/accessoir dari perjanjian kerja awal
yang didalamnya mengatur secara detil mengenai syarat-syarat kerja saat
pekerja terikat pada secondment.

Di sisi peraturan hukum ketenagakerjaan yang saat ini berlaku dinilai belum
memberikan perlindungan hukum remunerasi dan pengembangan karir bagi
pekerja, sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum dan asas
keseimbangan hukum. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya aturan
jelas atas fakta adanya secondment di masyarakat dan akibat dari
ketidakjelasan tersebut terdapat permasalahan hukum yang timbul.
Sehingga, pemberian remunerasi dan pengembangan karir bagi pekerja
yang terikat pada secondment belum terlindungi hukum secara memadai

sebagaimana pada UU Ketenagakerjaan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran dalam
rangka menjamin adanya kepastian hukum dan keseimbangan hukum dalam
perlindungan hukum pekerja yang terikat pada secondment dipandang perlu
mengatur secara normatif tentang keberadaan secondment dalam peraturan
perundang-undangan. Pertama, mengatur definisi secondment dan
perbedaannya dengan pengalihan tenaga kerja (transfer) dan outsourcing
sebagai hubungan hukum tiga pihak. Kedua, mengatur tujuan dan maksud
dilakukannya secondment. Ketiga, mengatur para pihak yang terlibat dalam
secondment. Keempat, mengatur penegasan hubungan kerja bagi pekerja yang
terikat pada secondment. Kelima, mengatur penegasan bahwa secondment

hanya dapat dilakukan bagi pekerja yang terikat perjanjian kerja dalam waktu
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tidak tertentu. Keenam, mengatur jangka waktu maksimum mengenai
secondment dan akibat hukum dalam hal terlewatinya jangka waktu. Ketujuh,
mengatur perhitungan masa kerja selama pekerja terikat pada secondment
sebagai dasar perhitungan kenaikan gaji berkala dan pengembangan karir.
Kedelapan, mengatur standar minimum gaji pokok dan tunjangan tetap seperti
tunjangan hari raya, dan tunjangan cuti selama pekerja terikat pada secondment
minimal sama dengan yang diberikan pada secondee. Dengan adanya peraturan
hukum yang jelas, praktik mengenai secondment ini dapat dilakukan secara
seragam dengan memperhatikan perlindungan hukum, keseimbangan hukum,
dan kepastian hukum dari para pihak, sehingga pelaksanaan secondment ini
dapat dilakukan secara lancar dan potensi risiko atas sengketa pun dapat
dikurangi.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian dalam tesis ini, maka perlu
dikembangkan dan dibuat dalam penelitian lanjutan mengenai kedudukan
secondment agreement dengan perjanjian perjanjian kerja, secondment dalam
konglomerasi ditinjau dari asas pemegang saham dilarang melakukan intervensi
dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau operasional perusahaan efek,
kedudukan perusahaan yang menawarkan jasa secondment dalam hukum
ketenagakerjaan Indonesia, dan tanggung jawab korporasi dari perusahaan
induk yang melakukan secondment di perusahaan anak dalam hal terdapat
pelanggaran oleh pekerja yang ditugaskan.

Saran-saran di atas bertujuan untuk menjaga agar penggunaan skema
secondment dalam praktik hukum di Indonesia khususnya, dilakukan dengan
tetap menjaga kepentingan hubungan industrial yang baik dari sisi manfaat
peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan pekerja, serta manfaat bagi kemajuan

dunia usaha.
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